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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1
Kajian Pustaka
2.1.1
Tinjauan Umum Asuransi

2.1.1.1
Pengertian Asuransi

Di Indonesia selain istilah asuransi digunakan juga istilah pertanggungan, pemakaian kedua istilah tersebut tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa Belanda yaitu assurantie (asuransi) dan verzekering (pertanggungan), karena memang asuransi berasal dari negeri Belanda.

Di Inggris digunakan istilah insurance dan assurance yang mempunyai pengertian sama. Istilah insurance digunakan untuk asuransi kerugian, sedangkan assurance digunakan untuk asuransi jiwa.

Menurut Abbas Salim (2007:1) mendefinisikan asuransi adalah sebagai berikut:
“Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti/substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi.”

Sedangkan menurut Herman Darmawi (2004:2) pengertian asuransi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu:
1. “Dalam pandangan ekonomi

2. Dalam pandangan hukum

3. Dalam pandangan bisnis

4. Dari sudut pandangan sosial 

5. Dari sudut pandang matematika.”

Pengertian asuransi dalam berbagai sudut pandang diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (financial). Jadi berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkaitan dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko.

2. Dalam pandangan hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil.

3. Dalam pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (sharing of risk) di antara sejumlah besar nasabahnya. Selain itu, asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya menghimpun dana (berupa premi) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi (perusahaan).

4. Dari sudut pandangan sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut.

5. Dari sudut pandang matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.

Dari pengertian asuransi diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu alat untuk mengumpulkan risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama dalam jumlah yang cukup besar agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan ini.
2.1.1.2
Arti Penting Asuransi

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan industri yang semakin kompleks dan berisiko tinggi, maka tidak dapat disangkal lagi kalau asuransi memiliki manfaat bagi masyarakat secara umum, juga memiliki manfat bagi dunia usaha dan khusus. Disebutkan oleh Radiks Purba (2004:6) sebagai berikut:
1. “Mendorong masyarakat untuk lebih berpikir ke masa datang.

2. Dana yang terkumpul pada industri asuransi dapat digunakan untuk investasi yang digunakan dalam pembangunan.

3. Mendorong masyarakat untuk tidak tergantung pada pihak lain karena telah memiliki polis asuransi.

4. Ahli dari perusahaan asuransi dapat memberikan saran-saran untuk pengelolaan risiko dan mengurangi kemungkinan kerugian yang timbul.

5. Setiap perusahaan yang mengikuti program asuransi hanya perlu menyisihkan sebagian kecil dananya untuk pembiayaan premi tanpa perlu membentuk cadangan dana untuk mengantisipasi kerugian yang timbul.”

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa tanpa disadari manusia sudah melakukan efisiensi karena asuransi itu sesungguhnya memaksa orang untuk memikirkan skala prioritas yang dapat menyebabkannya melakukan dan menyisihkan sebagian penghasilan untuk membayar kewajiban berupa premi asuransi serta asuransi mempunyai peranan penting dalam mendorong masyarakat untuk lebih berpikir ke masa depan, dan dalam pengembangan pembangunan.
2.1.1.3
Jenis-jenis Asuransi
Bidang usaha asuransi biasanya dibagi 2(dua) bagian, yaitu asuransi atas orang dan asuransi atas harta. Menurut Herman Darmawi (2004:26-27) pengertian kedua jenis asuransi tersebut adalah sebagi berikut:
1. “Asuransi atas orang (personal insurance), yaitu asuransi yang objeknya orang atau penutupan asuransi atas individu-individu, dengan kata lain adalah asuransi yang berkaitan dengan individu. Adapun risiko yang ditanggung (peril) dalam asuransi atas orang adalah:

· Kematian 

· Kecelakaan dan sakit

· Pengangguran, dan

· Karena umur tua

2. Asuransi atas harta (property insurance), yaitu asuransi yang ditujukan terhadap peril-peril yang mungkin menghancurkan properti atau harta kekayaan. Asuransi ini di Indonesia digolongkan sebagai asuransi kerugian.”
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis asuransi terdiri dari asuransi atas orang dan asuransi atas harta. Asuransi atas orang adalah asuransi yang objeknya orang sedangkan asuransi atas harta adalah asuransi yang ditujukan terhadap peril-peril yang mungkin menghancurkan harta kekayaan
2.1.1.4
Karakteristik Perusahaan Asuransi Kerugian

Berikut ini akan diuraikan beberapa karakteristik dari perusahaan asuransi kerugian menurut IAI melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.28 Tahun 2007, adalah sebagai berikut:

a. “Usaha asuransi kerugian merupakan suatu sistem proteksi menghadapi risiko kerugian keuangan dan sekaligus merupakan upaya penghimpunan dana masyarakat.

b. Pertanggungjawaban keuangan kepada para tertanggung mempengaruhi penyajian laporan keuangan.
c. Laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi, misalnya estimasi jumlah premi yang belum merupakan pendapatan (unearned premium), estimasi jumlah klaim, termasuk jumlah klaim yang terjadi namun belum dilaporkan (incurred but not reported claims). Dalam menghitung tingkat premi, usaha asuransi kerugian menggunakan asumsi tingkat risiko dan beban.

d. Pihak tertanggung (pembeli asuransi) membayar premi asuransi terlebih dulu kepada perusahaan asuransi sebelum peristiwa yang menimbulkan kerugian yang diperjanjikan terjadi. Pembayaran premi tersebut merupakan pendapatan (revenue) bagi perusahaan asuransi. Pada saat kontrak asuransi disetujui, perusahaan asuransi biasanya belum mengetahui apakah ia akan membayar klaim asuransi, berapa besar pembayaran itu, dan kalau terjadi, kapan terjadinya. Kontrak asuransi kerugian pada umumnya bersifat jangka pendek. Hal-hal tersebut akan berpengaruh pada masalah pengakuan pandapatan dan pengukuran beban.
e. Jumlah premi yang belum merupakan pendapatan, dan jumlah klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, diestimasi dengan menggunakan metode tertentu.

f. Peraturan perundangan dibidang perasuransian mewajibkan perusahaan asuransi kerugian memenuhi ketentuan kesehatan keuangan misalnya tingkat solvabilitas.”


Di dalam prakteknya, perusahaan asuransi banyak dipengaruhi oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan pemerintah yang terkadang berbeda dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Ketentuan-ketentuan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan yang lebih luas dan menyeluruh bagi kepentingan tertanggung dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang akuntansi asuransi kerugian ini dimaksudkan untuk menjembatani antara Standar Akuntansi Keuangan dengan praktek akuntansi asuransi.
2.1.1.5
Tujuan Asuransi

Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung bila tertanggung menderita kerugian yang dijaminkan oleh polis, bertujuan untuk mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula atau untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri, seperti sebelum menderita kerugian.

Menurut Radiks Purba (2004:55) menjelaskan tujuan asuransi adalah sebagai berikut:
“Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung bila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, bertujuan untuk mengembalikan tertanggung pada posisinya semula, atau untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.”

Sedangan tujuan asuransi menurut Abbas Salim (2007:29) adalah sebagai berikut:
a. “Untuk memberikan jaminan perlindungan dari risiko yang diderita suatu pihak.

b. Untuk meningkatkan efisiensi, karena kita tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.

c. Untuk membantu mengadakan pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya untuk premi saja yang jumlahnya sudah tertentu secara tetap perperiode.

d. Untuk dasar pemberian kredit, terutama dalam sistem perkreditan yang dilakukan oleh bank. Bank memerlukan jaminan atau agunan yang diberikan oleh peminjam uang.

e. Sebagai tabungan, bahkan lebih daripada itu karena yang dibayar kepada asuransi akan diterima kembali.

f. Untuk memupuk earning power seseorang, badan usaha yang akan digunakan pada waktu terjadi keadaan dimana ia tidak dapat berfungsi.

g. Untuk modal investasi, bagi pihak lain melalui penggunaan dana yang dikapitalisasi oleh asuransi.”
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan asuransi adalah untuk memberikan jaminan perlindungan risiko yang diderita suatu pihak, untuk meningkatkan efisiensi, untuk membantu mengadakan pemerataan biaya, untuk dasar pemberian kredit, sebagai tabungan, untuk memupuk earning power suatu perusahaan, dan untuk modal investasi.
2.1.1.6
Perkembangan Asuransi Kerugian dan Akuntansinya

Selanjutnya menurut Radiks Purba (2004:36) menjelaskan perkembangan asuransi dan akuntansinya, sebagai berikut:
“Akuntansi asuransi di Indonesia telah dimulai sejak hadirnya perusahaan-perusahaan milik Belanda atau bangsa asing lainnya yaitu sejak permulaan abad 19, akuntansi asuransi berkembang sejalan dengan perkembangan usaha asuransi itu sendiri sejak dikenalnya polis asuransi, maka akuntansi asuransi telah mencatat kemajuan-kemajuan di bidang laporan-laporan kepada masyarakat dan pemerintah.

Sesuai dengan perkembangan revolusi industri pada awal abad 18, pada saat yang sama kebutuhan akan informasi keuangan dan hsail-hasil pelaksanaan usaha komersial dari perusahaan untuk investor, pemilik dan masyarakat juga semakin meningkat, yang kesemuanya menuntut peningkatan informasi yang lebih canggih. Salah satu bentuk informasi keuangan yang bertujuan menilai usaha komersial bagi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan, dengan proses dan mekanisme serta produk yang dikenal saat ini adalah laporan keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pada dasarnya, praktek akuntansi asuransi di Indonesia mengikuti akuntansi asuransi dari Negara-negara asalnya. Sejak jaman penjajahan Belanda dan pada periode sesudah kemerdekaan, dominasi sistem akuntansi asuransi Belanda masih tetap menonjol sampai dengan tahun 1970-an yaitu sampai terbitnya buku PAI (Pengantar Asuransi Indonesia) yang berorientasi pada sistem akuntansi Amerika yang disahkan dalam Rapat Komite PAI Ke III Tahun 1973 yaitu menetapkan PAI No.4 sampai ditetapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.28 Tahun 2002 tentang akuntansi asuransi kerugian.”
Usaha asuransi kerugian mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dengan jenis usaha di bidang jasa pada umumnya. Hal ini disebabkan karena usaha asuransi mengambil alih risiko dari pihak lain, sehingga perusahaan asuransi padat risiko. Di samping itu perusahaan asuransi juga padat informasi dengan adanya berbagai informasi yang harus diolah untuk pengambilan keputusan underwriting, keuangan, dan lain-lain.

Dasar usaha asuransi adalah kepercayaan masyarakat terutama dalam hal kemampuan keuangan (bonifiditas) perusahaan untuk memenuhi kewajiban klaim dan kewajiban lain-lain tepat pada waktunya. Untuk itu usaha asuransi harus dikelola secara professional baik dalam pengelolaan risiko maupun dalam pengelolaan keuangan termasuk sistem informasi keuangan. Dalam hal ini sistem informasi keuangan usaha asuransi mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda bila dibandingkan dengan sistem informasi keuangan yang berlaku umum.
2.1.1.7
Pengertian Asuransi Kerugian
Ditinjau dari segi hukum, asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung, mengenai “pengalihan risiko (transfer of risk)” tertentu dari tertanggung kepada penanggung dengan sejumlah pembayaran kepada penanggung yang disebut premi. Surat perjanjian antara kedua pihak tersebut disebut “polis asuransi” yang mengatur segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dengan kata lain, kegiatan asuransi merupakan kontrak hukum yang diatur dalam UU-KUHD ataupun aturan-aturan hukum lainnya dimana penanggung berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu berjanji untuk membayar (member ganti rugi) atau memberikan jasa-jasa tertentu, apabila tertanggung menderita kerugian sebagaimana diatur dalam polis asuransi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
Menurut Herman Darmawi (2004:27) pengertian asuransi kerugian adalah sebagai berikut:
“Asuransi kerugian adalah asuransi yang hanya boleh menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian termasuk reasuransi, yaitu penanggulangan risiko atas harta kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum, serta program asuransi sosial.”
Sedangkan pengertian asuransi kerugian menurut Ludovicus Sensi W (2006:25) adalah sebagai berikut:
“Membantu menanggung risiko yang dipikul perusahaan, individu maupun perusahaan asuransi lain. Dan sebagai balas jasa, perusahaan asuransi kerugian, menerima premi sedangkan pihak tertanggung memperoleh perlindungan (protection) apabila terjadi atau mengalami suatu kerugian atau klaim.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi kerugian merupakan salah satu jenis usaha dibidang asuransi yang khusus bergerak dalam pertanggungan atas kemungkinan kerugian harta kekayaan atau properti (property insurance) yang mungkin dapat menimpa tertanggung.

Setelah perusahaan asuransi kerugian menerima premi berarti perusahaan tersebut menerima risiko-risiko yang dipertanggungkan kepadanya, yang sebagai tanda buktinya dia mengeluarkan polis asuransi.
Banyak perusahaan asuransi yang berani menerima pertanggungan meskipun ada yang dipertanggungkan melebihi batas kemampuan (own retention) asuransi tersebut, baik dari harga petanggungannya, tingkat/kualitas risikonya (degree quality of risk) ataupun dilihat dari segi keduanya.

Selisih nilai pertanggungan tersebut akan dipetanggungkan kembali kepada perusahaan asuransi lain dalam bentuk perjanjian reasuransi. Oleh perusahaan yang kedua, pos-pos pertanggungan ini akan dimasukkan sebagai pos-pos tidak langsung (indirect business). Jadi perbedaan antara pos-pos tidak langsung dan pos-pos langsung ialah bahwa pada pos-pos langsung perusahaan asuransi yang bersangkutan mengeluarkan polisnya, sedang pada pos-pos tidak langsung perusahaan asuransi tidak mengeluarkan polisnya.
2.1.1.8
Jenis Asuransi Kerugian

Secara umum menurut Ludovicus Sensi W (2006:27) jenis-jenis asuransi kerugian dapat dibagi dalam 5(lima) jenis, yaitu sebagai berikut:
1. “Asuransi pengangkutan kapal (marine cargo),

2. Asuransi rangka kapal (marine hull),

3. Kebakaran (fire),

4. Kendaraan bermotor (motor vehicle),

5. Varia, yang mencakup antara lain:

· Personal accident

· Special risk policy

· Engineering insurance

· Cash in transit and cash in safe insurance

· Aviation insurance.”
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis asuransi kerugian terdiri dari asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, kebakaran, kendaraan bermotor, dan asuransi lainnya.
2.1.2 Risk Based Capital
2.1.2.1
Pengertian Risk Based Capital

Risk Based Capital adalah suatu ukuran  yang menginformasikan tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi. Semakin besar rasio kesehatan Risk Based Capital sebuah perusahaan asuransi, maka semakin sehat kondisi financial perusahaan tersebut. Risk Based Capital suatu perusahaan asuransi juga modal yang harus dijaminkan oleh perusahaan asuransi kepada pemerintah untuk menjamin ketersediaan dana untuk pembayaran klaim asuransi, jumlah dana yang harus dijaminkan ini menurut Departemen Keuangan minimal adalah 120% persentase ini dihitung dari jumlah beban klaim terutama dalam kejadian perusahaan bersangkutan bangkrut (collapse).
Berikut ini pengertian Risk Based Capital Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa :
“Rasio kesehatan Risk Based Capital adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi kerugian sebesar 120%  Semakin besar rasio kesehatan Risk Based Capital sebuah perusahaan asuransi, semakin sehat kondisi financial perusahaan tersebut”.
Berikut ini pengertian Risk Based Capital Menurut perusahaan asuransi terkemuka dalam situs internetnya (www.allianz.co.id) menyatakan bahwa :


“Rasio kesehatan Risk Based Capital suatu perusahaan asuransi pada dasarnya adalah rasio dari nilai kekayaan bersih atau Net Worth perusahaan bersangkutan, yang dihitung berdasarkan peraturan akuntansi standar dibagi dengan nilai kekayaan bersih yang dihitung kembali dengan mengikutsertakan risiko-risiko pemburukan yang mungkin terjadi. Pengikutsertaan risiko-risiko tersebut merefleksikan adanya ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dalam aktivitas sehari-harinya, misalnya kemungkinan jatuhnya nilai asset secara jangka pendek akibat investasi pada instrument yang lebih beresiko, demikian pula pada kemungkinan naikknya tingkat hutang akibat perkembangan yang tidak menguntungkan di masa depan dalam hal tingkat suku bunga, tingkat kematian, tingkat putus kontrak dan sebagainya. 


Nilai kekayaan bersih yang kedua, sebagai penyebut dari rasio tersebut sebenarnya merupakan besaran yang semula disebut sebagai Risk Based Capital karena berupa besaran nilai kekayaan bersih atau Capital yang dihitung secara Risk Based”.
Jadi, berdasarkan pengertian tersebut Risk Based Capital adalah Rasio kesehatan perusahaan yang menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan asuransi untuk membiayai hutangnya yang tidak lain adalah pertanggungan yang dikelola oleh perusahaan tersebut.
2.1.2.2 Pengukuran Tingkat Risk Based Capital
Risk Based Capital sangat penting berkaitan dengan pengukuran keamanan keuangan dan kesehatan perusahaan asuransi. Regulasi pemerintah berdasarkan Risk Based Capital mengenai kesehatan perusahaan asuransi diluncurkan semenjak tahun 1999 dan diperbaharui sampai tahun 2004. Beberapa perusahaan asuransi saat ini berada dibawah pengawasan khusus pemerintah karena rasio kesehatan Risk Based Capital tidak memenuhi ketentuan minimum pemerintah. Sebagaimana lembaga keuangan lainnya, pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam industri asuransi sangat perlu dilakukan, alasan utama pengawasan tersebut adalah adanya fakta bahwa seluruh nilai (value) dari janji (promise) yang dijual pada masyarakat oleh perusahaan asuransi terletak pada kondisi perusahaan di masa yang akan datang (Future Perpormance).
Dengan kata lain kesanggupan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya terletak pada bagaimana perusahaan menjaga kondisinya pada saat sekarang atau pada masa yang akan datang untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna jasa asuransi dan dalam rangka pengawasan dan pembinaan industri asuransi. Pemerintah memberlakukan ketentuan-ketentuan tentang usaha penyelenggaraan usaha perasuransian, kesehatan keuangan perusahaan, dan batas tingkat solvabilitas perusahaan. Dengan metode perhitungan Risk Based Capital regulator mengawasi seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi dengan menentukan nilai Risk Based Capital yang harus dipenuhi yaitu sekurang-kurangnya 120% dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Deviasi tersebut meliputi :
1. Kegagalan pengelolaan kekayaan

2. Ketidaksesuaian antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban

3. Ketidaksesuaian antara kekayaan dan kewajiban dalam mata uang asing

4. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan

5. ketidakcukupan premi akibat perbedaan antara hasil investasi yang diperkirakan dan yang terjadi

6. ketidakmampuan reasuransi memenuhi kewajiban.
2.1.2.3
Ketentuan Pemerintah Mengenai Risk Based Capital

Ketentuan Risk Based Capital atau Batas tingkat Solvabilitas diatur dalam Undang-Undang (UU), Keputusan Menteri Keuangan (KMK), dan Peraturan Pemerintah (PP). Ketentuan tersebut diantaranya adalah UU No.2 tahun 2004 tentang usaha perasuransian pada pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian juga meliputi kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang terdiri atas :

1. “Batas Tingkat solvabilitas

2. Retensi Sendiri,

3. Reasuransi, 

4. Investasi, 

5. Cadangan Tekhnis, dan

6. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan”.

Ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi kerugian tersebut lebih lanjut diatur pada PP No.63 tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No.73 tahun 2004 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian pasal 1 ayat (5), yang berbunyi :

1. Perusahaan asuransi dan reasuransi setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas.

2. Tingkat solvabilitas merupakan selisih antara kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban.

3. Selisih antara jumlah kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya harus sebesar dana yang cukup untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari terjadinya deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kekayaan yang diperkenankan, kewajiban dan risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari terjadinya deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan sebagai Keputusan Menteri.


Ketentuan   mengenai Batas Tingkat Solvabilitas yang dimaksud dalam PP diatas dalam KMK No.424/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Pasal 2 dan 3 KMK tersebut menerangkan tentang Batas Tingkat Solvabilitas yaitu bahwa:
Pasal 2

1. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

2. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , namun memiliki tingkat solvabilitas paling sedikit 100% (seratus per seratus) diberikan kesempatan melakukan penyesuaian dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 Pasal 3 

1. Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

a) Kegagalan pengelolaan kekayaan,

b) ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban,

c) ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam jenis mata uang,

d) perbedaan abtara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan,

e) ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh, dan

f) ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim,

2. Jumlah dana yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan batas tingkat solvabilitas minimum.

3. Perhitungan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didasarkan pada pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

`
Makna angka nilai Risk Based Capital paling sedikit 120% adalah bahwa perusahaan tersebut minimal memiliki kekayaan 120% lebih besar dari nilai hutang perusahaannya termasuk untuk membiayai setiap risiko pertanggungan yang dimiliki perusahaan asuransi tersebut.


Setiap perusahaan asuransi wajib menyusun laporan perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Mentri Keuangan setiap 31 Desember setiap tahunnya.


Risk Based Capital dihitung oleh setiap perusahaan asuransi sesuai dengan standar atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu pada Keputusan DJLK No.2 Kep.5314/LK/2004 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas, yang menjelaskan bahwa :

“Batas Tingkat Solvabilitas Minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang digunakan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban dari komponen-komponen Batas Tingkat Solvabilitas Minimum disebut juga Risk Based Capital”. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menilai pencapaian Risk Based Capital, suatu perusahaan asuransi kerugian dapat dilihat dari rasio perbandingan antara Tingkat Solvabilitas yaitu selisih antara kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban yang dicapai perusahaan asuransi kerugian dengan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) yang berupa risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban dapat dirumuskan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.424/KMK.06/2004, sebagai berikut :
Risk Based Capital =


Tingkat Solvabilitas
Batas Tingkat Solvabilitas Minimum
Untuk melaporkan angka Tingkat Solvabilitas dan Risk Based Capital setiap perusahaan asuransi menyajikan dalam 4 formulir yang terdiri atas :

Schedule A  :  terdiri atas perhitungan kegagalan pengelolaan kewajiban.

Schedule B  : terdiri atas kekayaan dan keawjiban dalam setiap mata uang.

Schedule C : terdiri atas beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.

Schedule D : terdiri atas risiko reasuradur.
2.1.3
Laporan Keuangan

Salah satu fungsi utama akuntansi adalah menyajikan laporan keuangan periodik untuk manajemen, investor, kreditur dan pihak-pihak lain diluar perusahaan. Laporan keuangan adalah dokumen-dokumen yang melaporakan kegiatan bisnis pribadi atau organisasi ke dalam satuan moneter. Laporan keuangan menginformasikan kepada kita bagaimana posisi keuangan usaha tersebut.
2.1.3.1
Pengertian Laporan Keuangan

Pada hakekatnya laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang digunakan untuk mengkombinasikan data keuangan kepada pihak yang berkepentingan seperti yang telah penulis jelaskan diatas.
Menurut Kasmir (2008:7) menjelaskan pengertian laporan keuangan secara sederhana adalah sebagai berikut:
“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”
Sedangkan menurut S Munawir (2004:89) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada waktu akhir-akhir ini, sudah menjadi kebiasaan bagaimana perseroan untuk menambah daftar kinerja, yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tidak dibagikan (laba ditahan).”
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Beberapa diantara pemakai ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan disamping tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian, banyak pemakai sangat tergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dan karena laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka.
2.1.3.2
Pemakai Laporan Keuangan

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2005:90) menjelaskan mengenai pemakai laporan keuangan diantaranya sebagai berikut:
1. “Investor

2. Kreditor (pemberi pinjaman)
3. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

4. Shareholders (para pemegang saham)

5. Pelanggan

6. Pemerintah

7. Kayawan

8. Masyarakat.”

Pemakai laporan keuangan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Para investor dan penasehatnya berkepentingan terhadap risiko yang melekat dan hasil pengembangan dari investasi yang dilakukannya. Investor ini membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Selain itu, mereka juga tertarik pada informasi yang memungkinkan melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar deviden.

2. Para kreditor tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

3. Pemasok dan kreditor lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dibanding kreditor.

4. Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh dan penambahan modal untuk business plan selanjutnya.

5. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlihat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau begantung pada perusahaan.

6. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya, berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh karenanya berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Selain itu, mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakilinya tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka melakukan penilaian atau kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan.

8. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, seperti pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada para penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

Sedangkan menurut S Munawir (2004:2) pemakai atau yang berkepentingan dengan laporan keuangan adalah sebagai berikut:
“Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Para pemilik saham

2. Manajer perusahaan

3. Kreditor

4. Banking

5. Investor

6. Pemerintah

7. Buruh

8. Pihak-pihak lainnya.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi para investor dan calon investor, kreditor, pemasok, kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, karyawan dan masyarakat, dan para pemegang saham.
2.1.3.3
Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2008:11) beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan digolongkan sebagai berikut:
1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan pada suatu periode tertentu.

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan  dalam suatu periode.

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

8. Informasi keuangan lainnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan, untuk memberikan informasi tentang sumber-sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha, serta untuk memberikan informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan pemakai laporan keuangan.
2.1.3.4
Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari unsur-unsur seperti yang dikemukakan oleh Donald E. Kieso dan Jerry Weygandt alih bahasa oleh Herman Wibowo (2004:50) yaitu:
“Unsur-unsur laporan keuangan:
1. Harta

2. Kewajiban

3. Ekuitas

4. Investasi pemilik

5. Pembagian kepada pemilik

6. Laba komprehensif

7. Pendapatan

8. Beban

9. Keuntungan

10. Kerugian.”

Sedangkan dalam praktiknya menurut Kasmir (2008:28) secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu:

“Laporan keuangan meliputi:

1. Neraca

2. Laporan laba rugi

3. Laporan perubahan modal
4. Laporan arus kas

5. Laporan catatan atas laporan keuangan.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur laporan keuangan terdiri dari harta, kewajiban, ekuitas, investasi pemilik, pembagian kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Sedangkan laporan keuangannya terdiri dari neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan.

1. Neraca

Neraca atau sering juga disebut laporan posisi keuangan adalah daftar yang menggambarkan aktiva (harta kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu yang biasanya tanggal terakhir suatu bulan atau tahun.

Seperti yang dijelaskan oleh S. Munawir (2004:13) bahwa pengertian neraca adalah sebagai berikut:

“Neraca adalah laporan keuangan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu saat tertentu.”

Kemudian menurut Kasmir (2008:28) juga mendefinisikan neraca sebagai berikut:
“Neraca (balance sheet) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.”
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa neraca adalah laporan keuangan yang menjelaskan tentang aktiva dan pasiva suatu perusahaan pada periode tertentu.
2. Laporan Laba Rugi

Menurut Kasmir (2008:29) mengemukakan definisi laporan laba rugi adalah sebagai berikut:
“Laporan laba rugi (income statement) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.”
Sedangkan menurut James C. Van Horne (2005:30) mendefinisikan laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

“Laporan laba rugi yaitu ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tersebut.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan keuntungan yang diperoleh dari suatu unit usaha untuk suatu periode tetentu.
3. Laporan Perubahan Modal
Menurut Kasmir (2008:29) mengemukakan tentang laporan perubahan modal menyatakan sebagai berikut:
“Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan perubahan modal menjelaskan perubahan posisi modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal pada perusahaan tersebut.
4. Laporan Arus Kas

Menurut Kasmir (2008:29) mendefinisikan tentang lapoan arus kas adalah sebagai berikut:
“Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua asfek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau yang tidak langsung terhadap kas.”
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas adalah laporan yang disusun untuk memberikan gambaran arus kas masuk dan arus kas keluar.
5. Laporan catatan atas laporan keuangan
Menurut Kasmir (2008:30) mendefinisikan tentang laporan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:
“Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Artinya terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang perlu diberikan penjelasan terlebih dahulu sehingga jelas.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya.
2.1.3.5
Standar Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian

Standar laporan keuangan perusahaan asuransi kerugian dimaksudkan untuk digunakan dalam penyajian laporan keuangan untuk pihak ekstern, dalam hal ini dianggap bahwa semua pengguna laporan keunagan memerlukan pengklasifikasian dan pengukuran yang sama dalam pelaporan hasil-hasil keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan asuransi kerugian menurut IAI melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.28 Tahun 2007, terdiri dari:
a. “Neraca

Kelompok aktiva digolongkan menjadi:

· Kas dan bank

· Investasi

· Piutang reasuransi

· Piutang lainnya

· Tanah/hak atas tanah, bangunan dan lain-lain

· Aktiva lain-lain

Kelompok kewajiban dan ekuitas digolongkan menjdai:

· Hutang klaim

· Hutang reasuransi

· Hutang komisi

· Hutang pajak

· Hutang lain-lain

· Hutang jangka panjang yang jatuh tempo

· Premi yang belum merupakan pendapatan

· Estimasi klaim tanggungan sendiri

· Hutang jangka panjang
Ekuitas

· Modal disetor (Rata-rata Modal Sendiri)
· Saldo laba

Dalam penyajian akun-akun neraca digunakan pendekatan unclassified balance sheet (tidak dirinci atas kelompok lancar dan tidak lancar). Cara penyajian ini merupakan kelaziman dalam bidang usaha asuransi kerugian.

b. Laporan Laba Rugi terdiri dari:

Profitabilitas (Laba), yang komponen perhitungannya:

· Jumlah Premi bruto

· Ditambah Pendapatan Investasi

· Ditambah pembayaran klaim, biaya operasional, dan cadangan teknis.

c. Cara penyajian laporan Laba rugi adalah:

· Harta memuat secara terperinci unsus-unsur laba sebelum pajak.

· Harus dipisahkan antara hasil di bidang asuransi, hasil investasi dan hasil lain-lain.

· Pendapatan.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa standar laporan keuangan untuk perusahaan asuransi kerugian terdiri dari: neraca (aktiva, kewajiban, dan ekuitas), serta laporan laba rugi (laba sebelum pajak).
2.1.4
Analisis Laporan Keuangan

2.1.4.1
Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak yang berkepentingan bila data tersebut dibandingkan untuk 2 periode atau lebih dan dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang dapat mendukung keputusan yang diambil.
Menurut Kasmir (2008:67) mengemukakan tentang pengertian analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:
“Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara menentukan dan mengukur pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan.”
Sedangkan menurut S. Munawir (2004:35) menyebutkan tentang analisis laporan keuangan ini adalah sebagai berikut:
“Analisis-analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.”

Dari definisi diatas maka dapat diketahui bahwa analisis laporan keuangan merupakan proses penelaahan, penginterprestasian laporan keuangan agar mudah dimengerti untuk mencantumkan keputusan yang akan diambil serta mengetahui kondisi keuangan perusahaan.
2.1.4.2
Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Kasmir (2008:68) adalah sebagai berikut:
a. “Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun laba usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.

b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.

c. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.

d. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.

e. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.

f. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.”
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi-informasi yang lebih luas dan lebih dalam dari pada yang terdapat dalam laporan keuangan, serta untuk keperluan-keperluan lainnya.
2.1.4.3
Metode Analisis Laporan Keuangan

Metode dan teknik analisis laporan keuangan berguna untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Metode yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan keuangan, yaitu:

1. Analisis horizontal (analisis dinamis)

2. Analisis vertikal

Hal tersebut sejalan dengan pendapat S. Munawir (2004:36) yaitu sebagai berikut:
“Ada dua metode analisis yang digunakan oleh setiap penganalisisan laporan keuangan:
1. Analisis horizontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode ini disebut juga metode analisis dinamis.

2. Analisis vertikal, yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisis memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Metode ini disebut juga metode analisi statis.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode analisis laporan keuangan meliputi analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal merupakan analisis dengan melakukan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode. Analisis vertikal merupakan analisis yang membandingkan pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan pada saat itu juga. 
2.1.5
Analisis Rasio Keuangan

2.1.5.1
Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Rasio menggambarkan suatu hubungan matematis antara suatu jumlah dengan jumlah yang lain. Penggunaan alat analisis berupa rasio dapat menjelaskan baik dan buruk posisi keuangan perusahaan terutama bila angka rasio ini dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Analisis rasio ini menghubungkan satu pos dengan pos lainnya dalam laporan keuangan dan memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antar pos tersebut.

Menurut Kasmir (2008:104) mengemukakan bahwa pengertian analisis rasio keuangan adalah sebagai berikut:

“Analisis rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.”
Sedangakan menurut S. Munawir (2004:64) menjelaskan tentang analisis rasio keuangan adalah sebagai berikut:
“Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan (mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau member gambaran kepada penganalisis tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.”

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan tidak berarti apa-apa bila tidak dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan rasio perusahaan lain. Analisis rasio keuangan berguna bagi investor untuk memprediksi keuntungan perusahaan dimasa mendatang dan juga bagi manajer untuk mengetahui kinerja perusahaan, mengantisipasi kondisi masa depan dan untuk kepentingan perencanaan.
2.1.5.2
Bentuk-bentuk Analisis Rasio Keuangan
Menurut J.Fred Weston (2004:65) mengemukakan bahwa bentuk-bentuk analisis rasio keuangan, yaitu:
1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio)
2. Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio)

3. Rasio Aktivitas (Activity Ratio)
4. Rasio Propitabilitas (Profitability Ratio)

5. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)

6. Rasio Penilaian (Valuation Ratio).”
Asfek penilaian rasio keuangan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio)
Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

2. Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio)
Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri.
3. Rasio Aktivitas (Activity Ratio)

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan (penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan lainnya) atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melakukakn aktivitas sehari-sehari.
4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio)
Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.

5. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)

Rasio pertumbuhan merupakan rasio untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.
6. Rasio Penilaian (Valuation Ratio)

Rasio penilaian yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi seperti: rasio harga saham terhadap pendapatan dan rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis analisis rasio keuangan meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan dan rasio penilaian. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan keuangan perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendek (maksimal satu tahun) dengan sejumlah aktiva lancar yang dimiliki. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur beberapa efektivitas perusahaan memanfaatkan aktiva yang digunakan terdiri dari perputaran piutang, perputaran persediaan dan perputaran aktiva. Rasio profitabilitas merupakan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari suatu perusahaan atau divisi tertentu untuk suatu periode tertentu dalam menghasilkan keuntungan. Rasio pertumbuhan merupakan rasio untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Rasio penilaian yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi.
2.1.5.3
Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan

Selain memiliki beberapa manfaat, analisis rasio keuangan juga memiliki beberapa keterbatasan. Menurut Agnes Sawir (2004:44) mengemukakan tentang keterbatasan analisis rasio keuangan antara lain:
1. “Kesulitan dalam mengidentifikasikan kategori industri dari perusahaan yang dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha.

2. Rasio disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh cara penafsiran yang berbeda dan bahkan bias merupakan hasil manipulasi.

3. Perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda pula.

4. Informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya merupakan perkiraan.”
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan juga memiliki keterbatasan diantaranya: kesulitan dalam mengidentifikasikan kategori industri dari perusahaan yang dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha, rasio disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh cara penafsiran yang berbeda dan bahkan bisa merupakan hasil manipulasi, perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda pula, dan Informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya merupakan perkiraan.
2.1.6   Tingkat Profitabilitas
2.1.6.1
Pengertian Tingkat Profitabilitas
Rasio Rentabilitas atau disebut juga Profitabilitas menggambarakan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Senada dengan pengertian diatas menurut Bambang Riyanto (2004: 35) menyatakan:

“ Profitabilitas (Rentabilitas) suatu perusahaan menunjukan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang dihasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, dan umumnya dirumuskan sebagai :              

dimana L adalah jumlah laba yang diperoleh selama periode tertentu dan M adalah Modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tertentu.”

Maka, dapat disimpulkan bahwa pengertian profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, melalui semua sumber daya dan kemampuan yang dimiliki perusahan tersebut.
2.1.6.2 
Profitabilitas Perusahaan asuransi Kerugian


Tingkat Profitabilitas perusahaan asuransi kerugian tidak dihitung dengan menggunakan rasio-rasio profitabilitas yang digunakan perusahaan pada umumnya, karena perusahaan asuransi kerugian memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lain. 
Pengertian Profitabilitas menurut Bambang Riyanto (2004:35) sebagai berikut :

”Cara untuk menilai Profitabilitas (rentabilitas) suatu perusahaan adalah bermacam-macam dan tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya”. Utamanya rasio tersebut dapat mengukur efisiensi penggunaan modal untuk menghasilkan laba dalam perusahaan yang bersangkutan.”
Oleh karena itu, alat pengukur tingkat profitabilitas yang digunakan perusahaanasuransi kerugian menurut Budi S. Purnomo (2004: 73)  sebagai berikut:
Tingkat Profitabilitas =
Hal ini juga didasarkan pada pernyataan Budi S. Purnomo (2004: 19), bahwa:
“Perbandingan antara laba Laba Sebelum Pajak dengan Rata-rata Modal Sendiri sebagai indikator Profitabilitas dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan pengaruh ukuran perusahaan. Selain itu, indikator ini juga dapat menggambarkan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan para investor yang dapat dibandingkan dengan investasi lain. Dengan kata lain, rasio ini mengidentifikasikan tingkat keuntungan relatif terhadap investasi. Standar terbaik dari rasio ini adalah harus lebih besar atau sama dengan Rata-Rata Suku Bunga Deposito.”

2.1.7
Hubungan Risk Based Capital dengan Tingkat Profitabilitas 
Penilaian atas kesehatan keuangan sangat diperlukan untuk menilai kinerja suatu perusahaan asuransi kerugian, baik bagi kepentingan manajemen, pemegang polis sebagai pihak tertanggung, investor, maupun bagi pemerintah. Sebagai upaya pengawasan, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang diantaranya menetapkan besar persentase minimum Batas Tingkat Solvabilitas (Risk Based Capital) yang harus dicapai setiap perusahaan asuransi sebesar 120%.
Dewasa ini, Risk Based Capital menjadi penting, khususnya berkaitan dengan pengukuran keamanan financial atau kesehatan keuangan asuransi. Sebagaimana kita ketahui, perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan mengumpulkan dana berupa premi dari masyarakat tertanggung melalui adanya pengalihan risiko dari masyarakat tertanggung tersebut kepada perusahaan asuransi. Dana premi tersebut harus didayagunakan kedalam jenis-jenis investasi yang aman, likuid, dan menguntungkan. Sehingga, perusahaan asuransi tersebut harus berusaha untuk selalu dapat memenuhi kewajibannya apabila timbul kerugian disamping harus berusaha mendapatkan laba yang optimum.

Namun, tuntutan bagi perusahaan asuransi kerugian untuk mencapai Risk Based Capital yang dipersyaratkan, akan mempengaruhi penerimaan laba perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan asuransi kerugian perlu berhati-hati dalam menyerap risiko dari nasabah dan juga dalam melakukan investasi. Dengan demikian perusahaan asuransi kerugian perlu melakukan upaya mengurangi/menghindari penyerapan risiko yang terlalu tinggi, baik dari underwriting maupun dari investasi.

Untuk mengurangi risiko underwriting, dapat diupayakan dengan mengikutsertakan sebagian pertanggungan kepada reasuransi, semakin besar persentase risiko underwriting yang ditransfer keperusahaan reasuransi, semakin besar risiko dapat dikurangi, namun semakin besar juga biaya yang harus dibayar. Perusahaan asuransi kerugian juga dapat mengambil langkah membatasi penyerapan risiko dari nasabah, dengan konsekuensi pertumbuhan pendapatan premi akan terbatas. Sedangkan untuk meminimalkan risiko investasi dapat dilakukan dengan memilih instrumen investasi yang tidak terlalu beresiko, namun laba yang diperoleh akan sebanding dengan risiko investasi tersebut. Dampaknya, profitabilitas perusahaan asuransi kerugian tersebut akan rendah.

Pertentangan (trade off) antara Risk Based Capital yang merupakan rasio pengukuran solvabilitas perusahaan asuransi kerugian dengan tingkat profitabilitas, juga terjadi pada hubungan Risk Based Capital dan Profitabilitas perusahaan pada umumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Bambang Riyanto (2005: 23) bahwa:

“Dalam hubungan Risk Based Capital dengan Profitabilitas terdapat keadaan dimana suatu keadaan tertentu kepentingan Risk Based Capital adalah ‘sesuai’ dengan kepentingan Profitabilitas suatu perusahaan dalam operasinya, tingkat kinerja atau efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber daya perusahaan asuransi salah satunya yaitu penilaian Risk Based Capital menentukan seberapa besar tingkat profitabilitas dalam  perusahaan.”

2.2       Kerangka Pemikiran


Saat ini, jasa perasuransian semakin diperlukan baik oleh perorangan maupun oleh dunia usaha di Indonesia. Menggunakan jasa asuransi merupakan metode yang populer digunakan untuk meminimalkan risiko. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Menurut Herman Darmawi (2006:1) mendefinisikan pengertian Asuransi sebagai berikut : 
”Asuransi sebagai sarana financial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian, atau dalam menghadapi resiko atas harta benda yang dimiliki”. 

Bidang usaha asuransi biasanya dibagi 2 (dua) bagian, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Pengertian kedua jenis asuransi tersebut menurut UU Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 3 ayat (a) adalah sebagai berikut:
1) Asuransi jiwa yaitu asuransi yang objeknya orang atau penutupan asuransi atas individu-individu, dengan kata lain asuransi yang berkaitan dengan individu. Adapun risiko yang ditanggung dalam asuransi jiwa adalah:

· Kematian 

· Kecelakaan dan sakit

· Pengangguran, dan

· Karena umur tua

2) Asuransi kerugian yaitu asuransi yang ditujukan terhadap risiko-risiko yang mungkin menghancurkan properti atau harta kekayaan. Asuransi ini di Indonesia digolongkan sebagai asuransi kerugian.

Dari pengertian diatas, diketahui bahwa asuransi jiwa perkembangannya sangat cepat dibanding dengan asuransi kerugian. Asuransi kerugian merupakan jasa dalam penanggulangan risiko pihak tertanggung yang timbul dari peristiwa tidak pasti, yang mana antara pihak tertanggung dan pihak penanggung terikat dalam sebuah perjanjian bahwa pihak tertanggung wajib membayar premi dan pihak penanggung wajib memberikan penggantian kerugian sebagaimana yang diperjanjikan. Dengan demikian terdapat dua kegiatan utama perusahaan asuransi kerugian, yaitu memperoleh dan mengelola risiko tertanggung baik perorangan maupun badan usaha, serta mengelola penerimaan premi dengan melakukan investasi, baik dalam bentuk deposito, surat berharga atau penyertaan saham.

Berkaitan dengan kegiatan usaha asuransi kerugian tersebut, usaha ini kemudian menjadi salah satu bidang usaha yang sangat diawasi oleh pemerintah. Salah satu upaya pengawasan pemerintah tersebut ialah menetapkan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang usaha perasuransian, yang disalah satu pasalnya yaitu Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian juga meliputi kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang terdiri atas:

1) “Batas Tingkat Solvabilitas,

2) Retensi Sendiri,

3) Reasuransi,

4) Investasi,

5) Cadangan Teknis, dan

6) Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.”

Berdasarkan pengawasan pemerintah tersebut diatas adalah tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Menerangkan tentang Batas Tingkat Solvabilitas yaitu bahwa :

1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh perseratus) dari risiko kerugiaan yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

2. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), namun memiliki tingkat solvabilitas paling sedikit 100% (seratus per seratus), diberikan kesempatan melakukan penyesuaian dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

     Pada Keputusan DJLK No. 2 Kep. 5314/LK/2004 tentang pedoman Perhitungan Tingkat Solvabilitas, dijelaskan bahwa :

“Tingkat Solvabilitas adalah Kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang”.
Disebut pula dalam keputusan DLJK No. 2 Kep. 5314/LK/2004 tersebut tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Solvabilitas bahwa komponen-komponen Tingkat Solvabilitas disebut juga sebagai Risk Based Capital. 
“Risk Based Capital adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi yang  menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan asuransi untuk membiayai hutangnya yaitu sebesar jumlah dana yang digunakan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban dari komponen-komponen Tingkat solvabilitas.”
 Sehingga, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menilai pencapaian Risk Based Capital, suatu perusahaan asuransi kerugian dapat dilihat dari rasio perbandingan antara Tingkat Solvabilitas yaitu Kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang dengan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) yang berupa risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban dapat dirumuskan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.424/KMK.06/2004, sebagai berikut :
Risk Based Capital =

 Tingkat Solvabilitas
Batas Tingkat Solvabilitas Minimum
Selain memenuhi Risk Based Capital yang dipersyaratkan, perusahaan asuransi juga akan selalu menghendaki keuntungan atau laba untuk kepentingan usahanya. Sofyan S. Harahap (2008: 304) juga menyatakan :

“Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya”.

Tingkat profitabilitas merupakan salah satu faktor penting bagi para investor dan pemegang saham yang sangat mempengaruhi perhatian pada tingkat pengembalian investasinya. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan asuransi kerugian tidak dihitung dengan menggunakan rasio-rasio profitabilitas yang digunakan perusahaan pada umumnya, karena perusahaan asuransi kerugian memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lain. Budi S. Purnomo (2004: 19) menyatakan :

“Cara untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan adalah bermacam-macam dan tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya”, utamanya rasio tersebut dapat mengukur efisiensi penggunaan modal untuk menghasilkan laba dalam perusahaan yang bersangkutan”.
           Oleh karena itu, alat pengukur tingkat profitabilitas perusahaan asuransi kerugian menurut Budi S. Purnomo, (2004: 73) yaitu :

Tingkat Profitabilitas =

Hal ini didasarkan pada pernyataan Budi S. Purnomo (2004: 19) bahwa:
“Perbandingan antara Laba Sebelum Pajak dengan Rata-rata Modal Sendiri sebagai indikator Profitabilitas dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan pengaruh ukuran perusahaan. Selain itu, indikator ini juga dapat menggambarkan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan para investor yang dapat dibandingkan dengan investasi lain. Dengan kata lain, rasio ini mengidentifikasikan tingkat keuntungan relatif terhadap investasi. Standar terbaik dari rasio ini adalah harus lebih besar atau sama dengan rata-rata suku bunga deposito.”

Sehingga dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan Tingkat Profitabilitas didapat dari Laba sebelum pajak dan Rata-rata modal sendiri, sedangkan Rata-rata modal sendiri terdapat pada Laporan atas Catatan Keuangan dengan menggunakan Jumlah kewajiban dikurangi Jumlah Ekuitas. Setiap perusahaan asuransi kerugian tentu ingin mencapai kedua target yang telah dijelaskan diatas, yaitu mencapai Risk Based Capital yang disyaratkan oleh pemerintah juga mencapai Tingkat profitabilitas yang tinggi untuk memenuhi kepentingan perusahaan dan para investor. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, bahwa untuk dapat mencapai Risk Based Capital yang dipersyaratkan, perusahaan asuransi akan cenderung menghindari penyerapan risiko yang terlalu tinggi, baik dari underwriting maupun dari investasi. Selain itu, pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi dibatasi oleh besarnya modal yang dimiliki perusahaan. Perusahaan asuransi kerugian mempunyai pengaruh antara Risk Based Capital dan profitabilitas perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh Bambang Riyanto (2005: 23) bahwa:

“Dalam hubungan Risk Based Capital dengan Profitabilitas terdapat keadaan dimana suatu keadaan tertentu kepentingan Risk Based Capital adalah ‘sesuai’ dengan kepentingan Profitabilitas suatu perusahaan dalam operasinya, tingkat kinerja atau efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber daya perusahaan asuransi salah satunya yaitu penilaian Risk Based Capital menentukan seberapa besar tingkat profitabilitas dalam perusahaan.”

Selain itu  jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul  Pengaruh Underwriting Terhadap Profitabilitas yang ditulis oleh Ahmad Chaerudin, memiliki persamaan yang menentukan variable X mengenai Underwriting dan variable Y mengenai Profitabilitas. Bahwa dari hasil penelitian tersebut mengambil kesimpulan Underwriting mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas dengan menggunakan perbandingan laba sebelum pajak dengan modal sendiri.
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5.2

Hipotesis

Dalam sebuah penelitian, memiliki dugaan sementara mengenai hasil penelitian (hipotesis). Tetapi hipotesis tidak mutlak selalu ada dalam penelitian. Sebelumnya berikut pengertian dari hipotesis. Menurut Sugiyono (2009:159) yang dimaksud dengan hipotesis adalah :

“Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.”
Dari kutipan diatas, hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dengan anggapan, pendapat atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin salah. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang disajikan penulis adalah “Risk Based Capital berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas”.
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